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ABSTRAKSI 

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perkawinan yang dilangsungkan 

oleh suami istri dan menghasilkan harta benda selama masa perkawinan menjadi 

harta bersama, namun ketika seorang pria dan wanita yang melangsungkan 

perkawinan ingin menyimpangi Undang-Undang terkait harta bersama yang 

timbul karena adanya perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin. Sebagaimana 

diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin dibuat 

pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun ketentuan Pasal 29 

Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak berlaku dengan adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.  Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual, yang menggunakan jenis bahan hukum 

berupa bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan dan analisis 

bahan hukum adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan perjanjian kawin dapat dibuat sebelum 

dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan, waktu berlakunya perjanjian kawin 

dan perubahan atau pencabutan perjanjian kawin. Adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015  ini berdampak legalitas pihak ketiga yang 

berkaitan dengan hutang piutang, yang diatur oleh pihak suami istri dalam 

perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan memerlukan kepastian 

hukum. Tahapan pembuatan perjanjian kawin pada masa perkawinan, sebagai 

berikut (1) melakukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri tempat pada 

saat melaksanakan perkawinan; (2) untuk melangsungkan perjanjian kawin pada 

masa perkawinan, setelah permohonan di kabulkan oleh Pengadilan Negeri; (3) 

pembuatan perjanjian kawin oleh Notaris yang mendasar pada penetapan 

Pengadilan Negeri yang telah dikabulkan dan disertai dengan pembuatan 

pembagian harta bersama; kemudian (4) dilakukan pencatatan perjanjian kawin 

pada Pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat pada masa 

perkawinan mulai berlaku sejak tanggal pencatatan perjanjian kawin, dan pada 

saat itu pula perjanjian kawin berlaku bagi pihak ketiga.  Dengan berlakunya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara legalitas tidak 

merugikan pihak ketiga selama pelunasan hutangnya menjadi bagian atau 

tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan itikad baik yang dilakukan oleh 

pihak suami istri dalam membuat perjanjian kawin pada masa perkawinan.   
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